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Pengelolaan Kawasan urban di Indonesia belum

optimal, hal ini dapat kita lihat dari dampaknya

terhadap perekonomian nasional. Di Indonesia

peningkatan 1% Penduduk Perkotaan hanya

meningkatkan 1.4% PDB Perkapita, hal ini lebih

rendah dari dampak positif urbanisasi kepada

perekonomian China dan Negera-Negera Asia

Timur dan Pasifik yang mampu memberi

konstribusi 2x lipat lebih tinggi

Oleh karena itU pengelolaan kawasan urban

harus dikelola lebih inklusif dan mengedepankan

konsep Pembangunan berkelanjutan.

World Urbanization Prospect (2018)



Minimnya Integrasi Layanan

Kurang terintegrasinya proses penyediaan layanan baik antar sektor, antar lintas kewenangan 

termasuk layanan yg dikelola badan hukum, maupun antar  antardaerah pada kawasan 

perkotaan yang berada pada dua atau lebih daerah yang berbatasan 



MUATAN
DAFTAR BAB

Fasilitas Pelayanan 

Perkotaan

PERKOTAAN

KOTA SEBAGAI DAERAHKAWASAN PERKOTAAN

BAGIAN DAERAH KABUPATEN
BAGIAN 2 ATAU LEBIH DAERAH (KAB/KAB, KAB/KOTA, 

KOTA/KOTA) BERBATASAN LANGSUNG

TERENCANA

Psl. 355 ayat 2a

P.356

Psl. 357 ayat 4

Psl. 355 ayat 3 a

Bila dibangun  Badan Hukum

Fasilitas pelayanan disediakan oleh Badan Hukum

Penyerahannya kpd Pemda tidak merugikan Kep.Umum

ALAMI

KOTA OTONOM

Psl. 355 ayat 3 b

Psl. 355 ayat 2 Psl. 355 ayat 2

Pedoman & Standar 

Pelayanan Perkotaan

PP PERKOTAAN

PENYELENGGARAAN 

PENGELOLAAN PERKOTAAN

INTEGRASI  RPJ DAERAH 

DAN RTRW

Fasilitas pelayanan disediakan Sesuai Kewenangan   

1.Pemerintah

2.Pemda (Prov/Kab/Kota)

Psl. 357ayat 1Psl. 357 ayat 2 & 3

Psl. 358

Psl. 359

PASAL 355-359 UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH



Amanat

Pasal 25
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RP2P diatur dengan
Peraturan Menteri yang dikoordinasikan dengan kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang, 
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perencanaan pembangunan nasional, dan kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum 
dan perumahan rakyat.

Pasal 1
Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan yang selanjutnya 
disingkat RP2P adalah rencana pentahapan penyediaan layanan
Perkotaan beserta strategi pendanaan indikatif yang merupakan 
bagian dari dokumen rencana pembangunan daerah dan terintegrasi 
dengan rencana tata ruang.

PERATURAN PEMERINTAH NO. 59 
TAHUN 2022 TENTANG PERKOTAAN

Pasal 9
Perencanaan penyeelenggaraan pengelolaan perkotaan dilakukan 
melalui penyusunan RP2P yang mengonsolidasikan semua rencana
penyediaan layanan Perkotaan pada kementerian/lembaga,
perangkat daerah, dan BadanHukum.51



Memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam 
merencanakan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan 
dalam rangka:

• mewujudkan perkotaan yang berkelanjutan yang
memiliki fasilitas pelayanan perkotaan yang lengkap
dan terstandarisasi;

• peningkatan sinergitas pengelolaan perkotaan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar 
daerah, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan. 

• meningkatkan peran pemerintah daerah dalam
mengoptimalkan sumber daya perkotaan; dan 

• mendorong partisipasi masyarakat dan badan hukum
dalam pengelolaan perkotaan. 

TUJUAN PENYUSUNAN 

PERMENDAGRI TENTANG RP2P
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MANFAAT PENYUSUNAN 
PERMENDAGRI TENTANG RP2P

Pemerintah

• Mewujudkan perkotaan 
Indonesia yang 
berkelanjutan yang memiliki 
fasilitas pelayanan 
perkotaan yang lengkap 
dan terstandarisasi;

• Meningkatkan sinergitas 
pengelolaan perkotaan 
antar lintas kewenangan 
dan antar pemangku 
kepentingan termasuk 
integrasi layanan baik antar 
sektor maupun antar 
daerah yang berbatasan 
pada kawasan perkotaan 
lintas daerah

Pemerintah Daerah

• Mewujudkan perkotaan di 
daerah yang 
berkelanjutan;

• Meningkatkan sinergitas 
dan integrasi layanan 
perkotaan; dan

• Meningkatkan peran 
pemerintah daerah dalam 
mengoptimalkan sumber 
daya perkotaan.

Masyakarat

• Mendorong partisipasi
masyarakat melalui 
penyediaan layanan sesuai 
SPP yang salah satunya diukur 
berdasarkan survei persepsi 
masyarakat. 

• Mendapatkan pelayanan
yang terstandarisasi,
terintegrasi dan sesuai
kebutuhan kelompok 
penerima layanan secara adil, 
dan terjangkau di seluruh 
wilayah perkotaan.

Badan Hukum

Mendapatkan 
kepastian hukum 
dalam penyediaan 
layanan terintegrasi,  
pengoperasian dan 
pemeliharaan layanan 
perkotaan khususnya 
untuk badan hukum 
yang membentuk 
kawasan perkotaan 
terencana
 71
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BAB I
Ketentuan 

Umum
Pasal 1

BAB II
Rencana 

Penyelenggaraan 
Pengelolaan Perkotaan

Bag I    - Umum
Bag I I   - Rencana Sistem 
              Pelayanan Perkotaan
Bag I I I  - Rencana Pendanaan 
              Indikatif
Bag IV - Sistematika RP2P 
Pasal 2 - 24

BAB III
Pembinaan dan 

Pengawasan
Pasal 25 -28

BAB IV
Ketentuan Penutup

Pasal 29
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